
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENYIDIK POLRI DALAM 
MENANGANI TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN 

KON SU MEN 

SKRIPSI 

Ol•Jukan Untuk Memenuhl Tug• Althlr 
Perkullahon Untuk Mond•patltlln 

c;.t•r Sarjana Hukum 

OLEH 

FRENKY 

NIM: 04 840 0235 
BIOANG HUKUM PIDANA 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSIT AS MEDAN AREA 

ME DAN 
2008 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS ME DAN AREA 
FAKULTAS HUKUM 

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI 

JUDUL SKRIPSI: KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENYIDIK 

POLRI DALAM MENANGANI TINDAK 

PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN 

PENULIS: 

NAMA 
NIM 
Bl DANG 

HU:t-.KY 
04 840 0235 
HUKUM KEPIDANAAN 

DIPERIKSA OLEH : 

DOSEN PEMBIMBING I I  

MUAZZUL, SH. M.HUM. 

Dlkeblhul oleh : 

Ketua Program Studl 
llmu Hukum Pldana 

Fak� 
(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya 

ilmiah llalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi penulis ini berjudul "KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENYIDIK 

POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN 

KONSUMEN ". 

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 

terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang 

Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana 

Hukum. 

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, maka pad.a kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima­

kasih sebesar-besamya kepada para pihak tersebul terutama kepada : 

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas 

Medan Area, 

- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaJ...'11 Dosen Pembimbing I. 

- Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing U Penulis. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Bapak dan !bu Dosen scna scmua stnf administrasi di Fakuluis Hukum 

U na\ersitas \.1edan Area. 

Rckan-rekan se-almamater. 

Dan pada kcsempatan ini pcnulis juga mengucapkan terima-kasih y. tiada 

tt!rhingga kcpada kedua orang tua pcnulis, semoga kcberhasilan penulis 

menyele:;aikan studi dt Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga 

merupakan kebahagian kita bersama. 

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfoat 

bagi kits semua 

Medan, Agustus 2008 

Penulis 

FRENKY 
NPM. 04 840 0235 

\ 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTAR lSI 

Ha la man 

KATA PENGANTAR ............................................................................. . 

DAFTAR ISi ............................................................................................ iii 

BAB t' PENDAHULUAN .................................................................. . 

A. Pengenian clan Penegasan Judul ................... .................... 4 

B. Alasan Pemi lihan Judul ..................................................... 5 

C. Permasalahan ........... .................. ................. ....... ............... 6 

D. Hipotesa . ... ...... .. . .. .... .. ......... ..... ... ... ... ... ...... .. ... ... .. . ... ... .. ... . . 7 

E. Tujuan Pembahasan........................................................... 7 

F. Metodc Pengumpulan Data............................................... 8 

G. Sistematika Penulisan. ...................................................... 8 

BAB ll. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDO'lESIA 

SEBA GAi PENYIDIK ................................................. .......... .. I 0 

A. Pengenian Polisi .. ........................................ ...... ..... ............ .. I 0 

B. Tugas dan Fungsi Polisi ........................................................ 11 

C. Kewenangan Polisi Oalam Penegakan Hukum ..................... 16 

D. Polisi Sebagai Penyidik. .................................................. ... .. 21 

BAB m. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DI 

BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ............................. 25 

A. Pengertian Perlindungan Konswn en ......................... .. .......... 25 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



B. Hal dan Kewajiban Konsumen dan Pelal..u t;saha .... .......... 28 

C. Kriminalisai Tindak Pidana Konsumen............. ... ... .... .. 33 

BAB TV. KEBERADAAN PENYlDIK POLRI DA LAM MENANGANI 

TINDAK PIOANA PERLINDUNGAN KONSUMEN.............. 37 

A. Kewenangan Penyidik Polri Sebagai Bagian Dari Cnninal 

Justice System Untuk MemberantaS Tindal P1dana 

Perlindungan Konsumen........................................ .. .... ...... 37 

B. Sistem Penanggungjawaban Pela.ku Usaha Yang 

Melakukan KeJahatan Terhadap Perlindungan Konsumcn ... 51 

C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Untuk Dapal Memberiknn 

Perlindungan Bagi Konsumen. .............................................. 63 

D. Hambatan-Hambatan Yang terjadi Pada Proses Penanganan 

Tindak Pidana Perlindungan Konsumcn Oleh Penyidik 

Polri. ................... ................................................................. 69 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN............................................... 75 

A .  Kcsirnpulan ........................................................................ 75 

B. Saran .................................................................................. 76 

DAFT AR PUST AKA 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB I 

PENDAHULUAN 

Perkembangan kejahatan yang mengarah pada tindakan merugikan 

kepentingan publik harus di dukung oleh perangkat hukum berupa peraturan 

perundang-undangan. oleh karenanya pembangunan di bidang hukum yang 

berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana 

perwujudao proses penegakan hukum harus ditempatkao sebagai sarana perioritas dan 

penunjang pembangunan nasional, salah satu prosesnya adalah menempatkan 

kriminalisasi kejahatan bagi konsumen. Kriminalisasi ini harus didasarkan pada 

perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pcrlindungan 

konsumen. Adapun yang menjadi dasar kriminalisasi tindak pidana perlindungan 

konsumen adalah semaki n meningkatkan kejahatan perlindungao konsumen di 

Wilayah Hukum f>oln:s l u.Bala1 K. namun penanganan terhadap jenis kejahatan 

ini belum memadanai. Penyebab kesulihatan penegakan hukum perlindungan 

konsumen disamping tidak adanya pengaduan masyarakat, kewcnangan penyidikan 

tindak pidana konsumen sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berada clitangan Penyidik Pegawai 

Ncgeri Sipil (PPNS) sehingga pengaduan yang dikiporkan oleh korban tidak sampai 

ketangan penyid ik kepolisian dan/atau tidak dilaporkan oleh PPNS kcpada penyiclik 

kepolisian. Asumsi yang timbul dari kriminalitas perlindungan konsumen hanya 

sampai pada tingkat krimioalitas seba-
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gai upaya penanggulangan bukan pemberantasan tindak pidana perlindungan 

konsumen. 

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang perlindungan 

konsunien saat ini pada hakekatnya telah mengalami perkembangan yang cukup 

mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan konsumen bukan saja 

orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan berupa 

tindak pidana yang dilakukan. melainkan juga telah berkembang kepada sua1u 

kejahatan yang berdimensi ekonomi. Oleh karena itu setidak-tidaknya ada dua unsur 

kualitas dari bukum yang harus dipenuhi supaya sistem kriminalisasi kejahatan 

konsumen sebagai sub sistern kejahatan ekonomi berfungsi yakni: Pertama, stabilitas 

(stability) dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan 

mengakornodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kedua. merarnalkan 

(predictability) yang berfungsi unruk meramalkan alcibat dari suaru langkah-langkah 

yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagaian rakyatnya untuk pertama 

kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan 

tradisional. Kriminalisasi kejahatan ini di bidang ekonomi ini lazirn dika1egorikan 

sebagai white collar crime. 

Salah satu white collar crime adalah kejahatan di bidang konsumen yang 

dilakukan oleb pelaku usaha. Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam 

hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pibaknya berimbang dalam 

kedudukan social ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah 
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